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TINJAUAN HUKUNM MENGENAI PRAKTEK
PEMBERIAN JAMINAN PRIBAD! DAN
JAMINAN PERUSAHAAN

Arsul Sani

Beberapa masalah hukum muncul, berkaiton
dengan Jaminen pribadi dan  jominan
perusahaan. Sebenariva jaminan  jJemis ini
termasuk  jaminer yang rawan  bagi
kepentingan kreditur Larena tidak ada benda
yang pasti uniuk dieksekusi bila Debitur cidera
Jowrji.  Kavena itulah  kreditur pemegang
Jaminan ini digelongkan ke dalam unsecured
creditor, sebagai lowan dari secured creditor
pemegang jemingn kebendaan. Koarangan ing
mencoba mengupas  jaminan pribadi dan
perusahaan serta masalah-masalah  hukum
Yanrg ada di sekitarmya.

Pendahuloan

Sebagai suatu bentuk hubungan hukum, penjaminan atau pemberian
garansi oleh seseorang sebenarnya hukanlah suatu instrumen hukum yang
baru. Hal ini setidak-tidaknya jika dilihat dari kenyataan bahwa bentuk
hubungan hukum ini telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum
Perdata (KUH Perdata), yang telah diberlakukan oleh Pemerintah Hindia
Belanda sejak tahun 1348).

Oleh karena KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) pada hakekainya
merupakan "foto copy” belaka dari kodifikasi sejenis di Belanda dan yang
terakhir ini juga "menirunya" dari Code Civil di Perancis, maka di negara-
negara inipun masalah pemberian jaminan (garansi) telah lebih dulu diatur.

TSizatshlaad 1847-32



' 'Pemberta}f Jaminan Pribadi

tetapi dengan pengaturannya dalam KUH Perdata, menunjukkan bahwa, -
: (kembah) piutangnya. Dalam dunia praktek hukum kita sendiri, penjamin

yang, mum,ul ke permukaan dari suatu sengketa yang melibatkan seorang -
_-penjamm i

;Dalam K:tab Undang-Undang tersebut dikenal sebagai borgiochr.

Memang sulit untuk menetapkan kapan penjaminan itu muncul. Akéﬁ:} '

pembentuk - undang-undang telah sejak dahulu berusaha memlkirkan;.._: :
perlindungan yang lebih menjamin kepentingan kreditur dalam memperol

oleh : perorangan atau peruszhaan sebenarnya tidak terlalu hanyak'_f
dibicarakan. Karenanya dapat dikatakan belum ada masalah-masalab hukum:

Masa!ah penjaminan ini barulah agak ramai menjaadi bahan perbmcanwan :
setelah adanya gugatan kepailitan terbadap personal guarantee berkenaan
dengan. pinjaman PT. Bentoel dan timbulnya tuntutan terhadap William
Suryadjaya berkenaan dengan personcﬂ guarantee-nya terhadap para ﬂdqabah'
Bank Summa yang sudah dilikwidasi.”

“Namun terlepas dari doa kasus yang menjadi semacam milestone untuk §
membicarakan masalah garansi ini, sebenarnya memang ada beberapa. hal
atau masalah dalam praktek yang patut menjadi bahan diskusi kita. Tulisan
berikut ini akan mengupas beberapa aspek dan masalah hukum  yang
menyangkut pemberian jaminan/garansi oleh pribadi perorangan dan
perusahaan. Di luar kedua bentuk jaminan tersebut, masih ada bentuk__

_ jamman yang lain seperti Surety Bond, Bank Garansi, dan sebagainya. -

Pengertian

Masalah jaminan sebagai suatu upaya perlindungan hukum terhadap
kreditur dan pihak yang mempunyai suatu hak tertentu dari pihak lain,
sebenarnya mendapat tempat yang cukup "istimewa" dalam hukum kita.
"Keistimewaannya" terletak pada diaturnya soal jaminan ini dalam dua
buku/bagian yang berbeda dalam KUH Perdata kita.

Yang pertama adalah apa yang disebut sebagai "jaminan kebendaan”,
yang diatur dalam Buku 1I KUH Perdata khususnya Bab Keduapuluh dan
Keduapuluh satu mengenai gadai dan hipotik.

Yang kedua ialah "jaminan perorangan" (pribadi atau perusahaan), yang
diatur Buku [II KUH Perdata, Bab Ketujuhbelas.

> . -

“Palam kasus "Bentocl”, affshore syndicated banks yang memberikan loan elah menggugal Nga
orang penjamin (pribadi} di Pengadilan Negeri Malang agar dinyatakan pailit karena disnggap tidak
mampu membayar kewajiban-kewajiban PT. Bentoel yang dijaminnya.
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Kedua bentuk jaminan ini mempunyai karakteristik yang berbeda. Pada
jaminan kebendaan, kreditur penerima jaminan mempunyai hak-hak khusus’
terhadap suatu benda tertentu yang dijadikan sebagai obyek jaminan di
tangan siapapun benda itu berada. Hak khusus tersebut yang terpenting ialah
hak untuk mengeksekusi benda tersebut dan mengambil hasilnya sebagai
pelunasan hutangnya tanpa harus berbagi secara"pro-rata” dengan kreditur
lainnya. Kreditur pemegang jaminan kebendaan baik gadai maupun hipoti
dikenal sebagai secured creditor. '

Sedangkan kreditur pemegang jaminan perorangan tidak mermpunyat hak
khusus seperti di atas terhadap harta kekayaan Pemberi Jaminan (personal
guarantor atau corporate guarantor). Dalam penjaminan ini memang tidak
ditunjuk suatu benda tertentu sebagai obyek jaminan. Yang terjadi hanyaiah
suatu kesepakatan penjamin dengan kreditur bahwa ia mengikatkan dirinya
dan menjamin dengan kekayaannya yang dipunyai untuk memenuhi
kewajiban debitur pada saatnya nanti dengan syarat-syarat tertentu. Oleh
karena tidak menunjuk benda(-benda) tertentu milik penjamin sebagai obyek
jaminan yang kemudian diikat melalui bentuk pengikatan yang sudah
ditetapkan, maka jaminan perorangan hanyalah efektif dan bermanfaat
apabila pada wakiu hendak dilaksanakannya jaminan tersebut, penjamin
mempunyai kekayaan yang memadai dan tidak pula sedang "dikejar” oleh
pemegang jaminan perorangan yang lain untuk maksud yang sama.

Dalam keadaan seperti ini maka seorang kreditur yang hanva memegang
personal guarantee atau corporate guarantee saja termasuk kedalam kelompok
unsecured creditor. Tempatnya di belakang secured creditor. Sehingga
apabila diajukan tuntutan terhadap seorang debitur dan penjaminnya oleh
beberapa kreditur, maka unsecured creditor hanya dapat mengharapkan
pelunasan jika setelah secured creditor dibayar, penjamin yvang bersangkutan
masili mempunyai kekayaan yang dapat dijual.

Apa yang dimuat dalam Bab Ketujuh belas, Buku Ketiga KUH Perdata
merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur penjaminan terhadap
kewajiban pembayaran atas sejumiah hutang debitur. Pada umemnya
ketentuan-ketentuan ini digunakan atan dimjuk dalam rangka penjaminan
hutang yang timbul dari suatu pinjaman (loan). Meskipun demikian tidak
berarti personal guarantee atau corporate guarantee ini tidak dapat
dimanfaatkan untuk menjamin pembayaran hutang yang timbul dari suatu
transaksi jual beli atau yang lainnya.

Dalam praktek sehari-hari, orang sering merancukan antara perjanjian
penjaminan (guarantee agreement) dengan perjanjian indemnity {indemnity
agreement). Kalau misalnya A dan B datang kepada seorang kreditur (C) dan



"-Pémbéfiarz Jdminan Pribadi

SA tersebut mengatakan kepada C, "berikanlah B pinjaman, saya yang akan :
membayar pengembahannya maka ini merupakan suatu perjanpan'
mdernmty dan bukan perjanjian penjaminan. Hukum kita memang’ tidak -
‘secara spesifik mengatur perjanjian indemmity ini. Namun dari text—book
~yang-ada kita bisa membedakan keduanya berdasarkan pengertlan ygng
'.e:iibenkan G
#Penjaminan pada umumnya didefinisikan sebagai "a promzse or'
.__.undermkmg given by one person (the "guaranior” or "sureiy") to another

: .f-::(fize ‘principal debtor") whereby the guarantor agrees to secondarziy- :

famwemb!e Jor the debr, default, miscarriage of the principal debior!.
Sedangkan Perjanjian Indemnity didefinisikan sebagai "a contract, ezxpress
or-implied, io keep a person who has entered inio a contract or is about o
incur some other liabiliry, indemnified against (that is, "harmlessfrom”) afzy
- consequenrzal loss"?

~ Dari pengertian di atas dapat ditarik masing-masing karakter:stxk
perjanjian tersebut. Pada Indemnity Agreement, tanggungjawab pzhak
indemnitor tidak terganfung pada adanya wanprestasi (cidera janjiy-nva
pihak lain dalam memenuhi kewajibannya. Begitu syarat-syarat dan waktu
yang ditetapkan dalam agreement tersebut jatuh tempo maka indemmizor
berkewajiban memenuhi perikatannya. Karakeristik yang lainnya ialah
bahwa perjanjian ini tidak memberikan subrogasi demi hukum kepada
indemnitor kecuali antara indemnitor dengan orang yang mendapat manfaat
dari adanya perjanjian tersebut disepakati sebaliknya. -

Pada penjaminan justru melekat hal yang sebaliknya. Wanprestas:

debitur merupakan syarat mutlak untuk lahirnya tanggung jawab seorang
guarantor. Selanjutnya jika sebagai guarantor, ia telah memenuhi tanggung
jawabnya, maka ia mengambil alih semua hak-hak kreditor terhadap debitur
yang bersangkutan,

Ketentuan Pokok

KUH Perdata kita seperti telah disebut di atas cukup mengatur soal
penjaminan utang imi.  Ketentuan didalamnya membentuk hubungan-
hubungan hukum antara kreditur dengan penjamin, debitur dengan penjainin,
dan antara penjamin yang satu dengan penjamin yang lainnya (dalam hal
penjamin lebih dari satu).

Sifat yang paling lekat dengan penjaminan ini ialah sifat "accressoir”,

*Business Law of Ausiralia, p. 941 - 942,
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yang berarti keberadaannya tergantung pada perjanjian lainnya yang menjadi
perjanjian pokok. Sifat ini memang melekat tidak hanya pgda persona}l atau
corporate guaraniee saja tetapi juga pada perjanjian penjaminan lzinnya,
seperti perjanjian pemberian hipotik atau gadai. Pasal 1321 E?UH 'Perdata
menunjukkan sifat ini dengan menyatakan "tiada penanggungan jika tidak ada
suatu perikatan pokok yang sah".

Sebagai konsekuensi sifat "accessoir” ini maka sebagian kalangan hukum
berpendapat bahwa penjaminan hanya dapat diberikan dan dibuat setelah
dibuatnya perjanjian pokoknya. Konsekwensi berikutnya adalah bahwa
penjaminan tidak dapat diberikan untuk jumlah yang melebihi dari kewajiban
debitur yang dijamin atau mencantumkan syarat-syarat yang lebih berat
daripada syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian kreditur dengan
debitur. )

Demikian pula sebagai konsekwensi adalah tidak sahnya atau batalnya
penjaminan jika perjanjian pokoknya dinyatakan fidak sah atau batal
Pengecualiannya ialah jika tidak sahnya suatu perjanjian pokok tersebut
didasarkan pada alasan kecakapan bertindak dari debitur, misalnya karena
ia mengikat perjaniian pokok tersebut sewaktu masth di bawah umur, maka
pEnjaminan tetap sah.

Dikaitkan dengan syarat-gyarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana
ditetapkan oleh pasal 1320 KUH Perdata, apabila perjaniian pokok yang
mendasari pemberian jaminan tersebut tidak sah dan dibatalkan oleh hakim
karena tidak terpenuhinya syarat kesepakatan yang bebas atau dinyatakan
batal demi hukum karena tidak memenuhi salah satu syarat objektif (hal
tertentu atan causa yang halal), maka penjaminannya juga tidak sah dan
batal).*

Hukum kita tidak mensyaratkan bahwa penjaminan harus berbentuk
pernyataan atau perjanjian tertulis. Yang diharuskan ialah bahwa penjaminan
tersebui diberikan secara tegas meskipun secara lisan saja. Ketegasan ini
diperlukan terutama untuk menetapkan sampai sejauh mana kewajiban
penjamin yang bersangkutan. Yaitu apakah hanya sebagian kewajiban saja
'yang dijamin, atau sebatas kewajiban pokok, atau seluruh kewajiban yang

*Dalam pendirian hukumnya yang "periama” pada kasus "offshore loan”, Mahkaman Agung R 1. telah
menyatakan batai dokumen-dokumen penjaminan untuk foan yang begsangkutan karena Loan Agreement-
nya dinyatakan batal deml hukum sebagai akibat fidak dilaporkannya pencrimaan offshore loan tersebut
kepada otoritas moneter olch debiturnya. Hal ini dianggap melanggar causa yang halal. [apat dilihat
pada putusan perkara Furopean Asian Bank vs. Tegoeh Soetanty, cs. (Mo. 1750 K/19786, tanggal 30
November 1981) dan perkara The Chartered Bank vs. Lim Pok Hock, rs. (Mo, 2938 K/PI¥T/1983, tangpal
15 Aprii 1985,



i Pemberian Jaminan Pribadi

RRE mehpunhutang pokok, bunga dan biaya-biaya vang timbul.

sl

Hubungan Penjamin dengan Kreditur

' Pada dasarnya penjaminan merupakan “a second packet io pay if the first -
skould be-empty"”.> Karenanya penjamin seharusnya "dikejar” setelah: '
E debimr tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya. Dengan falsafah seperti,

- +maka ‘undang-undang memberikan beberapa hak istimewa kepada o

peagamle daiam hubungan dengan kewajibannya terhadap kreditur. Hakipi -
*'yang-paling penting ialah hak untuk menuntut lebih dahulu (voorrecht van =
_ 'mtwmnmg) agar asset debitur disita dan dilelang terlebih dabulu sebelumda.

- dimintg melaksanakan kewajibannya selaku penjamin dalam hal terjadinya =

wanprestasi.  Hak ini diatur dalam pasal 1331 KUH Perdata dan dalam hal
permintaan tersebut diajukan melalui persidangan di pengadilan, maka

penjamin “harus mengemukakan haknya ini dalam jawaban periamany@,””””

kzepada hak:m
R -Akan tetapx hak ini tidak berlaku apabila:

a. Daiam perjanjian penjaminannya sendiri, Penjamin melepaskan hak
“. istimewa ini secara tegas dan nyata. A
b.  Penjamin - menempatkan dirinya seolah-olah sebagai "debitur” pula
dengan mengikatkan dirl secara tanggung-venteng dengan debitur
memenuhi kewajiban debitur terhadap kreditur,

¢. Debitur mengajukan tangkisan mengenai keadaan pribadinya kepada
hakim (seperti belum dewasa atau sedang di bawah pengampuan ketika
mengadakan perjanjian).

d. Debitur dinyatakan pailit.

e. Penjamin tersebut merupakan penjamin yang mengikatkan dirinya sesuai
perintah hakim kepada debitur sebagaimana disebut dalam pasal 1827
KEUH Perdata.

Hak istimewa kedua ialah hak untuk meminta dibaginya kewajiban yang
ada diantara para penjamin secara ”pm -raiza" dalam hal penjamin lebih dari
satu. Pada dasarnya masing-masing penjamin terikat untuk memenuhi
seluruh jumlah kewajiban yang telah dijaminnya bersama-sama. Prinsip ini
diletakkan oleh pasal 1836 KUH Perdata. Namun penjamin juga diberi

*Leow and Practice of Internarional Finance, page 295,
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kesempatan untuk meminta dipecahnya kewajiban tersebut di antara mereka.
Hal ini harus dikemukakan pula ketika pertama kali menjawab tuntutan
kreditur dimuka persidangan. Jika ketika permintaan ini diajukan, ada

penjamin yang pailit atan dalam keadaan tidak mampu maka porsinya

dibebankan kepada para penjamin yang lain secara "pro-rata” pula. Tetapi
apabila kepailitan atau ketidak mampuannya terjadi setelah adanya
pembagian, maka penjamin yang mampu tidak berkewajiban menanggung
beban penjamin yang tidak mampu tersebut. Demikian pula, jika kreditur
sendiri telah secara sukarela membagi beban para penjamin tersebut, maka
hal ini tidak dapat ditarik kembali, apapun keadaan masing-masing penjamin
sesudah ifu.

Hak istimewa ketiga ialah hak untuk mempergunakan semua eksepsi atau
tangkisan yang dimiliki oleh debitur, kecuali tangkisan yang berhubungan
dengan keadaan pribadi debitur sewaktu mengadakan perjanjian pokok.
Tangkisan ini seperti "declinateire exceptie”, yaitu tangkisan tidak
berwenangnya pengadilan, dilateire exceptie, yaifu tangkisan mengenai
premateurnya tuntutan misalnya karena waktu pemenuhan kewajiban belum
tiba, atau kreditur sendiri belum melaksanakan perjanjian pokoknya secara
pemuh atau  kreditur sendiri wanprestasi (exceptio non adimpleti
contracius), paremptoire exceptie, yaitu tangkisan yang didasarkan pada
alasan telah hapusnya hak kreditur untuk menuntut misainya karena telah
adanya pembebasan atau daluwarsa atau adamya putusan pengadilan yang
inkracht van gewisjde vang menghapus hak kreditur tersebut.

Hubungan Penjamin dengan Debitur dan Penjamin Lain

Sebagaimana telah disebutkan di atas, seorang penjamin akan mengambil
alih hak-hak kreditur terhadap debitur dan penjamin lainnya jika ia
menyelesaikan kewajiban debitur tersebut. Dalam sistem hukum Anglo-
Saxon terdapat istilah untuk hal ini yakni, “the guarantor stands in the
creditor’s shoes".*

Hukum kita mengatur dua hal penting bagi seorang penjamin yang telah
menyelesaikan kewajiban debitur terhadap kreditur, yakni apa vyang
dinamakan hak regres dan hak subrogasi. Yang pertama adalah hak untuk
"menuntut kembali” seluruh jumiah yang telah dibayarkan kepada kreditur.
Jadi berupa hutang pokok, bunga, denda, dan biaya-biaya lainnya yang
dituntut oleh kreditur berdasarkan perjanjian pokok, sedangkan yang kedua

“Business Law of Australia, page 950.
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) .?mlah ‘hak untuk "mengambil alih dan menggantikan" kedudukan daf; hak S
..;_;kredztur terhadap debitur (dan penjamin lainnya). Ini termasuk, m1sa!nya

hak-hak yang timbul dari jaminan berupa hipotik atau gadai yang dztenma _

kredxtur
‘Dalam kaitannya dengan hak regres di atas perlu diingat bahwa hak ini

_a_k_a,n hilang jika pada saat penjamin menyelesaikan kewajiban, debitur
. mempunyai suatu alasan bukum untuk menggugurkan hutang, sedangkan
penyelesaian itu sendiri tidak diberitahukan kepadanya serta dilakukan tanpa

adanya tuntutan lebih dahulu oleh kreditur. Jika terjadi keadaan demikian
maka diangg ap ada pembayamn {anpa hutang" atav “cenditio in debm“ '

‘Dalam hal ini, penjamin berhak meminta kembali apa yang telah
-dibayarkannya berdasarkan alasan pembayaran yang tidak ci:waj_l}__a_i;an__
(onverschuldigde betaling) sebagaimana diatur pasal 1359 KUH Perdata:

Selain itu jika penjamin melakukan penyelesaian kepada kreditur tanpa
memberitahu debitur dan debitur ini kemudian membayar pula kewajibannya
pada kreditur maka tidak ada lagi hak regres penjamin, Ia hanya berhak
menuntut kembali kepada kreditur dengan dasar seperti yang disebut di atas.

Terhadap penjamin(-penjamin) lainnya, penjamin yang melakukan
penyelesaian inipun mempunyai hak regres dan hak subrogasi dengan syarat
penyelesaian tersebut dilakukan setelah ada gugatan dari kreditur atau setelah
debiturnya dinyatakan pailit. Hak-hak ini tidak akan ada jika salah satu
diantara dua syarat tersebut tidak terpenuhi dan akan hilang apabila hak
terhadap debitur juga hilang.

Penjaminan dengan sendirinya akan berakhir apabila terjadi keadaanu.
keadaan di bawah ini:

& Perjanjian pokoknya berakhir atau kewajiban debitur telah
diselesaikannya sendiri.

b. Perjanjian pokoknya dinyatakan tidak sah dan batal oleh pengadilan,
kecuali jika alasan kebatalannya adalah menyangkut kecakapan debituor.

¢. Dalam hal terjadinya kepailitan debitur, dan kemudian tercapai
persetujuan mengenai pembayaran hutang dalam pailisement antara
debitur dengan kreditur yang disahkan oleh pengadilan (hamoiagaue
accord).

d. Penjaminan diakhiri atau dihapuskan secara sukarela oleh kreditur, atau
kewajiban debitur dihapuskan oleh kreditur (kwijschelden van een
schuid).

e. Penjamin menurut hukum "berubah " menjadi debitur sehingga keduanya
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"bersar”.  Contohnya adalah anak yang menjamin hutang ayahnya,
maka jika ayahnya meninggal dan ia menjadi ahli warisnya, dengan
sendirinya ia "menggantikan" kedudukan ayahnya sebagai debitur
sehingga kedudukannya semula sebagai penjamin tidak berguna lagi.

. Apabila kewajiban debitur diselesaikan dengan kompensasi suatu benda
tertentu, maka penjaminan berakhir, meskipun kemudian ada suar
‘putusan pengadilan bahwa benda tersebut sebenarnya adalah hak/milik
_pihak ketiga atau kepemilikannya kembali kepada pihak ketiga dan

. karenanya kreditur tersebut harus menyerahkannya kepada pihak ketiga

tersebut,

~ Selain keadaan-keadaan yang menghapuskan penjaminan, diatur pula
suaty keadaan dimana penjamin dapat menuntut dilepaskannya kedudokannya
selaku penjamin.  Hal ini dapat dilakukan jika terjadi "re-scheduling
pembayaran tanpa persetujuan dari dirinya.
Masalah Dalam Prakéek

A. Mengenai Sifat Accessoir

Dengan diintrodusirnya “car loon”, banyak bank atau perusahaan
pembayaran menjalin  kerjasama dengan dealer atau perusahaan yang

.mempunyai show-room. Kerjasama yang bertujuan memberikan fasilitas

pinjaman kepada para pembeli mobil dari dealer atau show-room
bersangkutan. Dituangkan dalam sebuah perjanjian dengan berbagai macam
nama, seperti : "Perjanjian Kerjasama dan Jaminan", "Perjanjian
Guarantor’s Line" atan "Perjanjian Jaminan Secara Terus-menerus",
Dalam perjanjian ini, dealer atau perusahaan yang memiliki show-room
tersebut menempatkan diri sebagai penjamin untuk pembayaran (angsuran)
kredit mobil dari para end-user-nya, baik untuk sebagian atau seluruh
kewajiban yang masih terhutang.

Dalam konteks ini, berarti perjamjian penjaminan dibuat lebih dahuly
daripada perjanjian pokoknya, yakni perjanjian kredit mobil antara bank
dengan nasabah. Bahkan dalam prakteknya, tidak ada dokumen yang
menegaskan bahwa untuk penjaminan mereka atas kredit tersebut berlaku
ketentuan-ketentuan  dalam Perjanjian Bank dengan dealer/show-room
dimaksud. Dikaitkan dengan pemahaman sifat "accessoir” yang ditarik dari
pasal 1821 KUH Perdata seperii dikemukakan dj atas, tata cara penjaminan
sepertl ini dapat membawa permasalahan. Sahkah penjaminan yang dibuat
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::.séhe_fﬁni__.;-"dibuatnya perjanjian pokok? Jawabannya memang debate_zé;j‘g__'- k
lKalangan pertama sebagaimana disinggung di atas menganggap cara’
seperti-ini tidak sah karena penjaminan mestinya diberikan setelah adanya "

perjanjian pokok yang menentukan antara lain berapa jumlah pokok vang. .

harus:dijamin. Penulis sendiri menganggap perjanjian jaminan yang dibuat-
‘sebelum adanya perjanjian pokok adalah sah-sah saja, namun dengan -
-prosedur seperti ini maka berlaku ketentuan-ketentuan tentang perikatan

bersyarat seperti yang diatur dalam Bab Kesatu, Bagian Kelima, Buku Kéﬁgd

KUH: Perdata. Ini berarti perjanjian penjaminan tersebut baru berlaku ddn_'j’-
: meng:kat apabila sudah ada perjanjian pokoknya. :

‘Tata:cara ini tampaknya diperkenatkan oleh cabang-cabang bank asmg
di negara kita yang bisnisnya mencakup retail hanking, dan dibawa dari.
prakiek hukum yang berkembang di negara-negara yang menganut common

. law system. Dinegara-negara ini, perjanjian penjaminan biasa dibuat dalam

dua cara, yakni: sebelum dibuatnya perianjian pokoknya, misalnya fean

agreementi-nya, atay pada saat yang bersamaan dengan ditandatanganinya
perjanjian pokok tersebut. Dalam hukum Inggris misalnya, prosedur seperti

ini merupakan konsekwensi dari prinsip "a guareniee requires consideration

if it is-to be valid", i.e. some benefit or promise given by the lender io the

guaranior in refum for the guarantee”” Apa yang dimaksud dengan

consideration ini biasanya adalah kesepakatan kreditur untuk memberikan

pinjaman apabila penjamin setuju memberikan jaminannya (untuk ini ia harus

menyatakannnya lebih dulu).

Mengenai Sast Tuntuian Terhadap Penjamin

Tidak semua perjanjian jaminan mengesampingkan pasal 1831 KUH
Perdata dan yang diberlakukan pasal 1832 angka 1 (satu) KUH Perdata. Jika
penjaminan diberikan dengan syarat seperti ini, dapatkah penjamin digugat
bersama-sama dengan debitur apabila terjadi wanprestasi?

Pertanyaan inipun menjadi bahan argumentasi Penggugat (Kreditur)
dengan para Tergugat (debitur dan penjamin). Bagi penggugat tersebut,
pasal 1831 KUH Perdata bukannya penghalang untuk menggugat penjamin
bersama-sama dengan kreditur dalam sate gugatan. Pasal ini hanyalah
memberikan batasan bahwa penjamin belum berkewajiban melaksanakan isi
putusan yang memerintahkan pembayaran kepada kreditur dan assetnya
belum dapat disita dan dilelang sampai seluruh asset debimur disita dan

Law and Practice of International Finance, page 299,

Somberian Jaminan Pribadi ” 43S



FET Hukum dan Pembangzéﬁak

dilelang namun hasilnya tidak mencukupi. Tetapi bagi Tergugat tentu akan
berpendapat sebaliknya. Gugatan terhadap penjamin hanya dapat diajukan
setelah proses gugatan terhadap debitur selesai dan hasilnya tidak menutup
seluruh jumlah yang terhutang.

Dari sisi prinsip "peradilan yang cepat, murah dan sederhana™®,
argumentasi yang pertama sebenarnya yang lebih acceptable, Apalagi jika
dikaitkan dengan fakta bahwa proses peradilan di negara kita dapat
berlangsung sampai 5-6 tahun. Dapat dibayangkan, betapa lamanya kreditur
harus menunggn pelunasan seluruh piutangnya jika ia harus menggugat dari

awal lagi terhadap penjamin. Apalagi apabila dari mula sudah diketahui.

bahwa asset debitur tidak akan bisa mengcover seluruh hutangnya.
Mengenai Pengesampingan Pasal-pasal Tertentu

Dalam standar petjanjian penjaminan yang dipersiapkan oleh para lawyer
atau notaris dapat ditemukan salah satu klausula yang mengesampingkan atau
tidak memberlakukan pasal-pasal tertentu dari Bab Ketujuhbelas Buku Ketiga
KUH Perdata serta pasal-pasal lainnya, di luar bab tersebui yang
berhubungan dengan masalah penjaminan. Pasal-pasal yang dikesampingkan
adalah pasal 1831, 1833, 1837, 1838, 1847, 1848, 1849, 1850 dan 1430
KUH Perdata.

Pengesampingan terhadap pasal 1831 tersebut secara mudah dapat
diterima oleh karena pasal 1832 KUHPerdata sendiri mengatur kemungkinan
tidak berlakunya ketentuan dalam pasal sebelumnya itu. Jadi seandainya
dalam perjanjianpun ditetapkan bahwa untuk perjanjian ini berlaku ketentuan
dalam pasal 1832 KUH Perdata dengan sendirinya pasal 1831 tidak berlaku.
Persoalannya adalah apakah pasal-pasal selain pasal 1831 di atas dapat begitu
saja dikesampingkan? Jawaban atas pertanyaan ini merupakan jawaban pula
terhadap pertanyaan apakah ketentuan-ketentuan penjaminan tersebut bersifat
fakultatif dan hanya merupakan (bagian) dari aanvulend recht?

Pertanyaan di atas setidaknya dapat diajukan terhadap pengesampingan
pasal 1838 dan pasal 1847 KUH Perdata. Pasal 1838 menetapkan
ketidakbolehan kreditur untuk menarik  kembali pembagian beban
pembayaran piutang yang telah dibuatnya diantara para penanggung.
Dengan tidak memberlakukan ketentuan tersebut, apakah kreditur bisa
* "seenaknya” mengingkari apa yang telah disepakatinya dengan para

*Pasal 4 ayat () Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman.



- . memberla.kukan saja pasal 1836 KUH Perdata yang mengikat masing-m
G f‘penjamm untuk seluruh hutang serta yang dikesampingkannya hanyalah p
- 1837 saja.. Adalah kurang "fair® jika kreditur bisa merubah- rubzh memt

n'j'janifmn Prz'baa’i '

:':-._-penjamm Kalau kreditur . merasa tidak aman dengan pembagian b"'b'
Cseperti: itu,” maka lebih: baik dari awalnya tidak melakukannya

- kepentmgannya dlrmya saja: tanpa memperhaﬂkan kepastian bagi penj
o Deimkzan pula terhadap pengesampmgan pasal 1847 KUH Perdata
B _mf;mberlk

-'penjamm yang bersangkutan t1dak blsa lagi mengemukakannya berhub o
iatelah mengesampmgkan ketentuan yang membolehkannya memperguna n."
...eksspm semacam. itu? . Dalam  praktek berperkara di pepgadilan, o
umumnya tetap saja akan dipertimbangkan oleh hakim semua eksepsi yang
diajukan oleh penjamin me‘;kipun perjanjlamaya tidak memberlakukan pasal'
1847 di atas.

Masaiah Informasi Tentang Isi Perjanjian Pokok dan Hal-hal Lam '
g Yang Mempengaruhn Basarnya Penjamin

Dalam hukum kita maupun doktrin yang ada datam buku-buku hukum__
yang . membahas soal penjaminan menurut hukum kita, tidak diatur-dan
disinggung apakah kreditur dan debitur berkewajiban memberitahu segala
sesuatu ‘yang menjadi_ isi perjanjian di antara mereka beserta perubahan,
penambaham atau perpanjangannya. Putusan-putusan pengadilan yang ada
sampai . .saat inipun, sepengetahuan penulis, belum ada -;yang
mempertzmhangkan masalah ini.

Keadaan ini berbeda dengan di negara-negara Common Law System
yang doktrinnya menggolongkan perjanjian jaminan bukan termasuk ke
dalam suatu kontrak yang bersifat "Uberrimae fidei" dimana semua kea_ddau
yang ~berkaitan dengan perjanjian-perjanjian antara mereka harus
diberitahukan kepada setiap pihak lain yang tersangkut, dalam hal ini adalah
penjamin, Dokirin ini semula dianut oleh pengadilan, namun lama-kelamaan
tergeser dengan menjadikan jaminan termasuk kedalam kontrak Uberrimae
fidei vang meletakan kewaiiban "full disclosure” kepada kreditur dan atau
debitur terhadap penjamin. Di Australia, misalnya, pada saat ini dianut
prinsip "if @ creditor arms the debtor with iis standard form of guaraniee
or mortgage knowing or suspeciing that the debior will or might apply
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some outward influence or pressure io the prospeciive surety, or
misrepresent to the surety the naiure and extent of obligation which surety
is being asked to undertake, the creditor will not be able to hold the surery
bound"®

Meskipun prinsip ini belum dianut secara resmi di negara kita, namun
bukan hal yang mustahil pada akhirnya akan sampai juga ke pengadiian kita.
Oleh karenanya kebiasaan para kreditur kita yang sering "mengesampingkan”
begitu saja terhadap keperluan untuk memberikan segala informasi kepada
penjamin secara memadai yang berkenaan dengan perjanjian pokoknya, perlu
diperbaiki. Adalah lebih patut dan fair untuk men-disclosure semua keadaan
mengenai hubungan hukum antara kreditur dengan debifur. Sehingga
senjaminpun akan mengetahui perkembangan kewajiban yang potensial akan
menjadi bebannya. ~ Hal ini terutama perly, dalam hal ternyata ada
penambaban ow/standing atau perpanjangan wakfu pengembalian atau
perubahan syarat perjanjian.

Miasalah Perlunya Persetujuan Pihak Terkait

Sesuai dengan ketentuan pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974
vang kemudian dikukuhkan dengan yurisprudensi tetap, harta yang diperoleh
suami atau istri dalam perkawinan, yang merupakan hasil mata pencaharian
dari salah satu atau keduanya, merupakan haria bersama mereka.™ Bertitik
tolak dari prinsip seperti ini, maka personal guarantee yang diberikan oleh
seseorang yang terikat dalam perkawinan dengan percampuran harta akan
lebih sempurpa jika ditandatangani pula oleh pasangan hidupnya sebagai
suatu spouse of consent,

Keperluan untuk ini ialah karena personal guarantee pada hakekatnya
menjaminkan secara umum seluruh kekayaan penjamin yang mungkin di
dalamnya terdapat harta bersama. Dengan "counter-sign” ini paling tidak
kreditur telah memperkecil kemungkinan adanya verzet atau gugat bantahan
¢ari pihak yang merasa dirugikan oleh guarantee tersebut.

Selain keperluan persetujuan dari pihak vyang terkait pada personal
guarantee, hal vang sama juga diperlukan pada corporaie guarantes,

Jika guarantor tersebut adalah sebuah persercan terbatas, maka sudah

“Business Lenv of Australia, pages 946-947,

“Prinsip ini dapat dilihat antara lain dalam Putusan Mahkamah Agung RI Mo, 985 K/Sip/1973,
tanggal 19 Februart 1976.
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melekat unsur kepercayaan.”

" Rertitik rolak dari apa yang dikemukanan di atas, maka akan lebih baik
jika untuk perjanjian penjaminan ini diupayakan “fairness” diantara para
pihak, meskipun proteksi terhadap kreditur harus diletakkan. Contoh isi
masing-masing klausula berikut ini mungkin dapat menjadi pedoman dalam
pembuatan perjanjian.

konsideran

" Bagian permulan suatu perjanjian biasanya merupakan konsideran atau
pertimbangan mengapa perjanjian tersehut dibuat. Oleh karena penjaminan
merupakan perjanjian "accessoir”, maka sudah semestinya jika di dalamnya
secara tegas dan jelas disebutkan perjanjian pokoknya, termasuk penyebutan

tanggal dan nomor perjanjiannya.  Sama sekali kurang memadai jika

konsideran, misalnya hanya menyatakan bahwa penjaminan ini diberikan
untuk "pinjaman yang telah diberikan kepada debitur berikut perubaban-
perubahan vang diadakan atas pinjaman tersebut.” Penyebutan secara tegas
dan jelas akan sangat bermanfaat manakala debitur yang bersangkutan
menerima pinjaman yang bervariasi dengan perjanjian pokok yang berbeda,
sehingga penyebutannya dengan sendirinya menjelaskan pinjaman mana yang
dicover oleh jaminan tersebut.

Penjaminan Terus-menerus {Coniinuing Guarantee}”

Melalui klausula ini dapat ditetapkan penjaminan tidak akan berakhir
sebelum diakhirinya perjanjian pokok meskipun uniuk isi ada pembayaran
atas jumlah yang terhutang. Sebagai contoh adalah jika perjanjian pokoknya
berbentuk Revolving Credit Agreement untuk sejumlah tertentu dan pada
suatu saat vang dipergunzkan baru sebagiannya saja, maka pelunasan atas
jumlah yang terhutang pada saat itu oleh penjamin tidak akan mengakhiri
jaminan tersebut. Sehingga jika debitur yang bersangkutan menarik lagi

HSebuah Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta (MNo. 153/PDT/1991/PT. DKY) dengan baik memberikan
pertimbangan mengenai klausula vang -dipersoalkan sebagal "unfaie” tersebut, dengan menyatakan,
"keberadaan exlusion clauses Gidak skan membatalkan pecjanjian kecuali jika aps yang diatur dalam
klausula tersebut benar-benar terjadi dalam pelaksanaan perjaniian dan membawa kerugian bagi nasabah”

Pstilah ini timbal dari praktek hukum di Isggris untuk menghindas aturan yang disebut sebagai "The
Rule ini Clayton’s Case (1816)" yang menetapkan tanggung jawab penjamin berhenti dengan divayarnya

g
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" krcd_it&yé,' Penjamin tetap terikat dengan penjaminannya.
Pembukiian Jumlah Huotang

~Lazimnya ditetapkan dalam penjaminan bahwa surat-surat atan.
pemberiiahuan tertulis dari kreditur akan merupakan bukti yang mengikai
dan - konklusif terhadap “penjamin atas jumlah hotang  debitur  yang
‘dijaminnya:- . Tanpa klausula ini, kreditur akan lebih sulit untuk -
‘menghadirkan bukii-bukti tentang berapa jumlah yang terhutang oleh debitur.-
Klausula ini lahir dari suatu aturan pembuktian "tradisional” di Inggris yang -
menyatakan bahwa suatv putusan dalam perkara debitur tidak otomatis
menjadi bukti utang debitur untuk perkara terhadap penjamin berdasarkan
perjanjian penjaminan.

~Amandemen Terhadap Perjanjian Pokok

- Perubahan mengenai isi dan pelaksanaan perjanjian pokok dapat berupa
amandemen terhadap waktu pembayaran dan terhadap ketentuan pokok
seperti jumlah hutang dan syarat-syarat pembayaran, Unwuk ini periu
ditetapkan bahwa perubahan tersebut tidak akan mempengaruhi berlakunya
penjaminan tersebut dan kreditur dengan debitur berhak untuk melakukan
perubahan semacam itu: Namun untuk perubahan yang mengarah pada
penmingkatan jumlah hutang yang dengan sendirinya mempengaruhi beban
pemjaminan, maka akan lebih fair dan adil jika penjamin diminta
persetujuannya. Sedangkan perubahan lainnya cukup diberitahukan saja.
Penting pula ditetapkan bahwa penjamin melepaskan haknya untuk meminta
pembebasan diri selaku penjamin berhubung dengan perubahan-perubahan
lainnya tersebut, termasuk melepaskan hak yang diatur dalam pasal 1850
KUH Perdata.

Subrogast Sebelum Penyelesaian Menyeluruh

Berdasarkan ketentuan pasal 1402 jo 1840 KUH Perdaia, penjamin yang
telan memenuhi kewajibanaya men-subrogeer kedudukan kreditur terhadap
debitur termasuk menggantikan kedudukannya selaku pemegang/penerima
jaminan. Persoalan akan timbul jika penjamin lebih dari satu dan beban
penjaminan dibagi di antara mereka. Dalam kasus seperti ini, maka jika
penjamin telah melaksanakan kewajiban yang menjadi bagiannya, berlakulah
ketentuan pasal 1402 jo 1840 KUH Perdata.

Apabila penjamin tersebut kemudian menggunakan hak subrogasinya
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terhadap debitur yang bersangkutan tentunya hal ini dapat "mengganggu
keamanan" piutang kreditur yang masih ada pada debitur tersebut. Oleh
karena itu, untuk menghindari kemungkinan gangguan ini, perlu dimasukkan
kedalam klausula penjaminan bahwa hak subrogasit penjamin belum dapat
dipergunakan sampai dengan seluruh jumlah vang terhutang diselesaikan, dan
bahwa penjamin i tidak akan mengajukan tuntutan terhadap debitur tanpa
perseiujuan atau . jika fidak bersama-sama dengan kreditur. Dengan
demikian, tuntutan penjamin terhadap debitur menjadi “subordinasi™ d&m
Luntutcm kreditur terhadap deblmr :

?engesampmgan Hak- hak Istimewa

Sehagdnmna dikemukakan di atas dalam standar perjanjian penjaminan
lazim tidak diberlakukan pasal-pasal 1430, 1831, 1833, 1838, 1847, 1848,
1849 dan 1850 KUH Perdata. Selain pasal 1430, pasal-pasal lainnva telah
disinggung di atas.  Pasal 1430 ini mengatur hak penanggung untuk
menjumpakan (set-off) hutang yang ada dengan kewajiban kreditur terhadap
debitur -- jika ada.

Kecuali terhadap pasal 1838 dan 1847, maka pada umumnya tidak dda
keberatan terhadap pengesampingan tersebut.

Keenam butir di atas merupakan ketentuan yang penting untuk
dimasukkan dalam penjaminan. Di luar ketentuan tersebui, tetap perlu pula
dimasukkan ketentuan-ketentuan seperti: pilihan hukum dan pengadilan, mata
uang yang dipergunakan untuk pembayaran, dan sebagainya.

Penutup

Meskipun disadari bahwa personal dan corporaie guarantee tidak
memberikan kedudukan yang sekuat pemegang hipotik atau gadai, namun
instrumen jaminan ini makin banyak dipergunakan oleh kreditur, paling
tidak sebagai tambahan jaminan terhadap kiaimmya Bahkan terhadap
debitur-debitur yang punya kredibilitas tinggi, instrumen ini kadang lebih
dipentingkan ketimbang jaminan vang lain. Dengdn makin banyak kreditur
yang memanfaatkannya, makin ada keperluan untuk mengetahui aspek-aspek
hukumnyz.  Mudah-mudahan tulisan ini dapat memberikan kontribusi
pemahaman terhadap masalah hukum yang timbul dalam penjaminan.

s
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